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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia sebagai mahkluk hidup, tumbuh dan berkembang secara progresif. 

Perkembangan hidup manusia berlangsung terus sepanjang hidup manusia yang 

merupakan proses yang berkesinambungan, yang dimulai dari masa konsepsi 

(pembuahan) hingga kematian . Hal ini dipahami sebagai perspeksif masa hidup 

dalam perkembangan manusia. Paul Baltes berpendapat bahwa perspektif masa hidup 

(life-span perspektive) sebagai perkembangan manusia berlangsung seumur hidup, 

multidimensi, multiarah, plastis, multidisiplin dan kontekstual serta merupakan proses 

yang melibatkan pertumbuhan, pemeliharaan dan regulasi terhadap penurunan. Oleh 

karena itu dalam siklus perkembangan manusia akan melewati tahapan pencapaian 

perkembangan, yang dikenal dengan tugas-tugas perkembangan.
1
 

Perkembangan anak merupakan masa pembentukan fondasi bagi kepribadian 

serta keterampilan yang akan menentukan pengalaman hidup anak selanjutnya. 

Pengalaman dan pendidikan bagi anak itu sendiri. Proses perkembangan berkaitan 

dengan peningkatan atau penyempurnaan fungsi-fungsi kemampuan atau 

keterampilan tubuh. Makna dari perkembangan mengacu pada penyempurnaan fungsi 

sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup. 

Sederhananya Peneliti mendefenisikan perkembangan sebagai perubahan jangka 
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panjang dalam pertumbuhan seseorang, perasaaan, pola pikir, hubungan sosial dan 

keterampilanl motorik. Keseluruhanl aspek ini merupakan hall-hal yangl mampu 

mempengaruhil fungsi sosiall dan psiologis seorangl anak dalaml kehidupannya. 

Selanjutnyal Peneliti menjelaskan prosesl perkembangan sebagail sebuah polal 

perubahan yangl dimulai padal saat permbuahan danl berlanjut hinggal masa lhidup. 

Sebagian besarl perkembangan melibatkanl pertumbuhan, meskipunl itu termasukl 

pembusukan (dalaml kematian). Polal pergerakannya kompleksl karena produkl dari 

beberapal proses biologisl kognitif danl emosional. Anakl merupakan manusial yang 

kondisinyal belum mencapail pertumbuhan danl perkembangan yangl maksimal, 

olehl karenanya anak memerlukanl perlindungan lebihl dari padal orang ldewasa. 

Anak merupakanl bagian daril keberlangsungan hidupl manusia sertal 

keberlangsungan sebuahl bangsa danl negara yangl mana hall tersebut tidakl dapat 

dipisahkanl satu samal lainnya. Berdasarkanl pada konstitusildi indonesial anak 

memilikil peran yangl sangat pentingl dan strategisl dimana telahl dinyatan secara 

tegasl bahwa negaral akan menjaminl hak daril setiap anakl atas kelangsunganl hidup 

, tumbuhl serta perkembanganl anak danl juga perlindunganl terhdap adanya 

dikriminasi danl kekerasan. Faktorl lain yangl menjadi aspekl dasar perkembanganl 

sosial anakl dikemukakan olehl Allen danl Marotz yangl menyatakan bahwal gender, 

lkemandirian, moralitas, kepercayaanl dan penerimaanl terhadap peraturanl 

merupakan aspekl dasar perkembanganl personal danl sosial . Hall ini bahwal peran 

sosiall dari identitas kelamin seorangl individu danl situasi lingkunganl seseorang 

menjadil faktor yangl menentukan perkembanganl sosial seorangl individu. 

Perkembanganl psikososial dalaml hal inil adalah sebuahl proses perubahanl 
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kemampuan seseorangl untuk menyesuaikanl diri denganl lingkungan sosiall yang 

lebihl luas.  

Dalaml proses perkembanganl ini individul diharapkan mengertil orang llain, 

yang berartil mampu menggambarkanl ciri-lcirinya, mengenali apal yang ldipikirkan, 

dirasakan danl diinginkan sertal dapat menempatkanl diri padal sudut pandangl orang 

llain, tanpa kehilanganl dirinya lsendiri, meliputi perubahanl relasi individul dengan 

orangl lain, perubahanl pada emosil dan perubahanl kepribadian. Perkembanganl ini 

mencakupl perasaan anakl terhadap diril sendiri danl hubungan merekal dengan 

orangl lain yangl melibatkan prosesl adaptasi. Hall-hal yangl melibatkan perasaanl 

terkait eratl dengan lemosi.
2
 

Perkembanganl moral berhubunganl dengan perilakul seorang lindividu. 

Tingkah lakul bermoral adalahl tingkah lakul yang mengikutil norma danl nilai yangl 

ada dalaml masyarakat. Millerl menyatakan bahwal perkembangan morall adalah 

sebuahl proses dimanal seseorang belajarl untuk memperhatikanl perilaku merekal 

dan memutuskanl apakah sebuahl perilaku yangl dilakukan baikl atau burukl dan 

kemudianl untuk menghambatl impuls yangl tidak lsesuai. Borba jugal meyakini 

bahwal perkembangan morall merupakan kemampuanl memahami hall yang benarl 

dan yangl salah. lArtinya, seorang individul memiliki keyakinanl tentang etikal yang 

kuatl dan melakukanl tindakan berdasarkanl apa yangl diyakini, sehinggal hal 

tersebutl dapat menimbulkanl apresiasi daril lingkungannya.
3
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Peneliti mengungkapkanl bahwa terdapatl aturan dalaml setiap perkembanganl 

moral lyaitu: bagaimana anakl berpikir tentangl aturan-laturan, bagaimana 

sesungguhnyal anak berperilakul dalam keadaanl moral, perasaanl moral yaknil 

bagaimana anakl merasakan hall-hal lmoral. Perkembangan anakl sangat pentingl dan 

lkrusial, membutuhkan kasihl sayang danl perhatian daril keluarga terutamal dari 

orangl tua, denganl demikian hakl dan kebutuhanl anak padal dasarnya bisal 

terpenuhi denganl baik. Anakl bisa menjadil lost generationl disebabkan orangl tua 

yangl tidak mampul untuk lmembimbing. Hal inilahl yang menjadikanl anak sebagail 

sumber dayal yang tidakl kompetitif sehinggal akan sangatl kecil kemungkinannyal 

untuk dapatl bekerja dil sektor formall dan hall inilah yangl dapat mendorongl 

mereka untukl memilih dil sektor illegall atau informall dan mendapatkan perlakuan 

kejahatan.  

Kejahatanl ialah salahl satu istilahl yang diberikanl untuk menilail tindakan 

lseseorang. Penilaian tersebutl bergantung daril siapa yangl menilai. Istilahl kejahatan 

tersebutl diberikan karenal terdapat kerugianl yang dimunculkanl ataupun cacatl yang 

dialamil oleh orangl lain. Semual tindakan yangl menyimpang daril peraturan danl 

norma hukuml dapat disebutl sebagai tindakl kejahatan. Kejahatanl pada hukuml 

pidana dicantumkanl dalam Bukul ke IIl Kitab Undangl-Undang Hukuml Pidana danl 

juga dil luar Kitabl Undang-Undangl Hukum lPidana. Pelanggaran punl merupakan 

tindakanl pidana. Saatl ini adal sejumlah anakl yang memerlukanl perlindungan 

khususl yang semakinl besar khususnyal setelah lkrisis. Banyaknya kasusl yang 

berhubunganl terhadap penyimpanganl hak-hakl anak semakinl banyak seperti 

perilaku seksual. Perilaku seksuall sangat beragaml dan didasarkanl pada interaksil 
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aspek-aspekl yang lkompleks. Hal tersebutl bergantung padal hubungan seseorangl 

dan orangl lain, olehl kultur yangl berkembang danl lingkungan lsekitar. Pedofilia 

adalahl kasus parafilial yang banyakl terjadi dil antara kasusl-kasus parafilial lainnya, 

lcontohnya: veyourisme, sadismel seksual, fetihismel transvestik, maukismel seksual, 

lfrotteurisme, fetihisme, danl ekshibisionisme. Pedofilial merupakan perilakul 

seseorang untukl memperoleh kepuasanl seks daril hubungan seksuall terhadap anakl-

anak.  

Upayal pemerintah dalaml pemberian perlindunganl hukum terhadapl anak 

sebagail korban pedofilial adalah berbentuk Upaya represifl seperti pengendalian 

sosiallsetelah terjadil penyimpangan kepadal anak korbanl pedofilia melaluil 

bimbingan lkonseling, dan pemulihan mental agar korban anak pedofilia dapat 

melanjutkan kehidupannya kedepan tanpa dibayang-bayangi oleh apa yang telah 

dialaminya.  

 Saatl ini tindakl tindak pidana yangl melibatkan anakl sangat seringl terjadi. 

Salahl satunya adalahl kekerasan seksual yangl dilakukan olehl anak , baikl anak itul 

menjadi korbanl kekerasan seksual ataupunl pelaku kekerasan lseksual .Hal inil 

terjadi karenal kurangnya pengawasanl dari orangtual terhadap anakl dalam 

penggunaanl internet yangl mudah untukl di aksesl melalui situsl yang tidakl wajar 

untukl dipertontonkan. Perbuatanl tindak kejahatanl berupa kejahatan seksuall sering 

terjadil dibeberapa kalangan mulail dari korbanl anak dibawahl umur, lremaja , 

dewasa, hinggal lansia. Kekerasan seksuall yang terjadil dibawah umurl dikarenakan 

mudahnyal percaya suatul iming-imingl baik berupal uang, makananl serta lminuman 

. sehingga mempermudahl para pelakul tindak kejahatanl kekerasan mudah untukl 
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melkukan terhadap lkorbannya. Bahwa pelaku jugal akan memberikanl sebuah 

ancamanl sehingga korbanl akan lmenurutinya. Kekerasan seksual yangl dilakukan 

terhadapl anak dibawahl umur tentukan akanl berdampak padal psikologis yangl akan 

menjadil trauma berkepanjanganl yang mengakibatkanl anak bersifat tidakl sehat 

sepertil minder, takutl yang lberlebihan, hingga perkembanganl jiwa terganggul dan 

akhirnyal menjadi suatul kenangan yangl buruk bagil anak yangl menjadi korbanl 

kekerasan seksual. 

 Dalaml hal inil kasus kekerasan seksuall yang dialamil anak sebagail korban 

tidakl mudaha atau lebihl baik diaml untuk melaporkanl kepada aparatl penegak 

hukuml untuk diproses kel pengadilan karenal para korbanl memiliki alasanl yang 

tertentul seperti, korbanl kekerasan seksual diaml karena responsl otak, korbanl 

kekerasan seksual takl berani melaporl karena stikma, rasal trauma menahanl untuk 

membicarakannya, pelakul berkuasa untukl bertindak lebihl buruk, kekuranganl bukti 

untukl melaporkan, sehinggal menimbulkan kesulitanl dalam penyelesaiannyal baik 

padal tahap lpenyidikan, penutupan, maupun padal tahap penjatuhanl putusan, olehl 

ini setiapl tindak kekerasanl seksual tidakl terbuka (rahasial). Perilaku pedofilia 

diumpamakan semacam perbuatanl cabul ataul perbuatan tidakl menyenangkan 

terhadapl anak-anakl dan ini merupakan sebuah penyimpangan lseksual. Selama lini, 

pedofilia dikenal dengan beberapal istilah kejahatanl seksual diantaranyal pelecehan 

lseksual, pemerkosaan, lpencabulan, sodomi, lhomoseksual, lesbian ataupun 
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lperzinaan. Praktik pedofilial termasuk exhibiotionismel hingga coitusl (senggama) 

denganl anak-lanak.
4
 

Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal maupun dalaml Undang-Undangl 

Nomor 35l Thaun 2014 tentangl Perubahan atasl Undang-Undangl Nomor 23l Tahun 

2002l tentang Perlindunganl Anak, perilaku pedofilia tidak diatur secara khusus. 

Akan tetapi jika ditinjau dari pengertian pedofilia, hal ini jelas merupakan kejahatanl 

seksual terhadapl anak dibawahl umur. Upaya hukum yang telahl dilakukan olehl 

penegak hukuml untuk memberantasl kejahatan pada anak, mulai dengan penjatuhan 

pidana yang tergolong berat hingga denda yang tinggi. Akan tetapi sejauh ini angka 

tindak pidana kejahatan terhadap anak kian terus meningkat. Dikutip dari web resmi 

Dinasl Pemberdayaan Perempuanl dan Perlindunganl Anak Aceh, padal rentang 

waktu Januari hingga Agustus tahun 2022 tercatat 403 anak di seluruh Kabupaten 

yang ada di Aceh telah menjadi korban kekerasan, dan Banda Aceh menyentuh angka 

kasus tertinggi dengan jumlah 58 korban. Sedangkan pada bulan September tahun 

2022 angka kekerasan terhadap anak naik menjadi 441 kasus Banda Aceh masih tetap 

berada di peringkat tertinggi dengan 58 kasus. 

Masalahl anak yangl memerlukan perlindunganl khusus yangl sangatl luas. 

Negaral Indonesia sudahl memberi kepedulianl terhadap hakl anak. Hall tersebut 

dibuktikan melalui terdapatl peraturan perundangl-undangan yangl membahas 

mengenail upaya kesejahteraanl anak. Ditinjaul dari bermacaml-macam karakteristikl 

tindakan pedofilial dapat disebutkanl anak-anakl dieksploitasikan sebagail korban. 
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Aceh Doctoral dissertation,UIN Ar-Raniary, 2023, hlm 12 
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Anakl-anak yangl menjadi korbanl harusnya diberil perlindungan danl mendapatkan 

layananl khusus, terutamal di bidangl hukum.
5
  

Perlindungan hukum terhadap korban atau viktimologil berasal dalam katal 

victim yangl brarti korban danl logos yangl berarti ilmul pengetahuan. Secara bahasa 

viktimologil merupakan ilmu yangl mempelajari tentangl korban dan akibat 

penimbulan korban. Undang-Undang Sisteml Peradilan Pidanal Anak dan Undang-

Undang Perlindunganl Anak sangatl memperhatikan hakl anak baikl sebagai lpelaku, 

korban danl saksi. Ruangl lingkup viktimologil meneliti tentang topikl-topik korbanl 

seperti perananl korban padal terjadinya tindakl pidana, hubunganl antar pelaku 

denganl korban, rentannyal posisi korbanl dan perananl korban pada sitim peradilanl 

pidana. 

Berdasarkanl uraian diatasl peneliti menarikl permasalahan untukl diteliti 

denganl judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia 

Ditinjaudari Sudut Pandang Viktimologi (Studi Putusan No: 

858/Pid.Sus/2022/PN Bjm).” 

B. Rumusan Masalah 

Daril uraian diatasl maka dapatl dirumuskan permasalahanl sebagai berikutl : 

1. Bagaimanalbentuk perlindunganl hukum terhadapl anak sebagail korban 

pedofilia yang ditinjau dari sudut pandang viktimologi? 

2. Bagaimanal Pertanggungjawaban Pidanal pelaku tindakl pidana pedofiia 

terhadap korban anak (Studil Putusan lNo: 858/Pid.Susl/2022/PN Bjm)? 

                                                           
5
 Siregar,N.O., & islah,I. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di 

indonesia Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indone 2022 hlm, 31-42. 



10 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatasl maka penelitian Menentukanl tujuan 

penelitianl sebagai berikutl : 

1. Untukl mengetahui bagaimana bentukl perlindungan hukuml terhadap anakl 

sebagai korban pedofilia dari sudut pandang viktimologi. 

2. Untukl mengetahui Pertanggungjawabanl Pidana pelakul tindak pidanal 

pedofiia terhadap korban anak (Studi Putusanl No: 858/Pidl.Sus/2022/PNl 

Bjm)? 

D. Manfaat Penelitian 

Bedasarkan permasalahkan ldiatas, manfaat yangl ingin dicapail dalam 

penelitianl hukum inil adalah sebagail berikut : 

1. Secaral Teoritis 

Diharapkanl penelitian inil secara umuml dapat memberikanl membangun 

pemikiran terhadap pengembangan Perlindungan Hukuml terhadap anak 

sebagail korban tindakl pidana lPedofilia. 

2. Secaral Praktis 

a. Penelitianl dapat memberikanl sumbangan pemikiranl bagi paral penegak 

Hukuml dalam perlindungan anakl sebagai korban tindak pidana pedofilia.  

b. Penelitianl ini diharapkanl dapat memberikanl sumbangan kepadal 

pemerintah untukl berperan aktif dalaml memperhatikan anakl yang 

menjadil korban tindakl pidana pedofilia. 

3. Secaral Diri Sendiril  
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a. Penelitil mendapatkan wawasanl dan pengetahuanl mengenai 

perlindunganl hukum terhadapl anak tindak pidana pedofilia. 

b. Penelitianl ini sebagail sebuah syaratl dalam gelarl sarjana dil fakultas 

Hukuml Universitas HKBPl Nommensen Medan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindunganl adalah pemberianl jaminan atasl keamanan, lketentraman, 

kesejahteraan danl kedamaian daril pelindung atasl segala bahayal yang mengancaml 

pihak yangl dilindungi yangl merupakan perlindunganl hukum perbuatanl melindungi 

menurutl hukum
6
. Hukum berfungsil untuk mengaturl dan melindungil berbagai 

kepentinganl di dalaml masyarakat, sebagaimanal diketahui bahwal setiap wargal 

masyarakat mempunyail kepentingan yangl saling bersesuaianl tetapi adal juga 

kepentinganl yang salingl berbeda bahkanl ada kepentinganl yang salingl berbenturan 

antaral warga masyarakatl yang satul dengan wargal masyarakat llainnya.
7
 Mengenai 

pengertianl perlindungan hukuml secara umuml adalah suatul perlindungan yangl 

diberikan terhadapl subyek hukuml dalam bentukl perangkat hukuml baik yangl 

bersifat preventifl maupun yangl bersifat lrepresif, sedangkan dalaml perlindunan 

hukum dalaml Undang-Undangl Nomor 13l tahun 2006l tentang prlindungan saksil 

dan lkorban, dijelaskan yaknil segala upayal pemenuhan hakl dan permberian 

bantuanl untuk memberikanl rasa amanl kepada saksil dan ataul korban yangl wajib 

dilaksanakanl oleh pemerintahl Ruang lingkupl "perlindungan hukuml" yang 

dimaksudl adalah perlindunganl yang ldiberikan. Pemerintah melaluil perangkat 

hukumnyal seperti Peraturanl Perundang-undanganl (Undang-Undangl Perlindungan 

                                                           
6
 Abintoro Prakoso ‘Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak’ , Surabaya: Laksbang 

Grafika, 2013, hlm 13 
7
 Ojak Nainggolan “ Pengantar Ilmu Hukum “ ,Medan : UHN PRESS, 2016, hlm.4 
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Saksil dan lKorban, Undang- Undangl Pemberantasan Tindakl Pidana Perdaganganl 

Orang, danl lain-lainl). Mulai daril seseorang dapatl diidentifikasi sebagail korban 

perdaganganl manusia.prosesl beracara mulail penyidikan, lpenangkapan, hingga 

lperadilan, serta rehabilitasil kesehatan, rehabilitasil sosial, hinggal kepada prosesl 

pemulangan korbanl perdagangan orangl dan reintegrasil sosial. Selainl hal tersebutl 

juga masalahl pemberian restitusil/ganti rugil yang dapatl diberikan kepadal korban”
8
 

Adapunl beberapa pengertianl perlindungan hukuml menurut paral ahli 

diantaranyal : 

1. Menurutl Satjipto Raharjol mendefinisikan Perlindunganl Hukum adalahl 

memberikan pengayomanl kepada hakl asasi manusial yang dirugikanl orang 

lain dan perlindunganl tersebut diberikanl kepada masyarakatlll agar merekal 

dapat menikmatil semua hakl-hak yangl diberikan olehl hukum. 

2. Menurutl Philipus lM. Hadjon berpendapatl bahwa Perlindunganl Hukum 

adalahl perlindungan akanl harkat danl martabat, sertal pengakuan terhadapl 

hak-hakl asasi manusial yang dimilikil oleh subyekl hukum berdasarkanl 

ketentuan hukuml dari lkesewenangan. 

3. Menurutl CST Kansill Perlindungan Hukuml adalah berbagail upaya hukuml 

yang harusl diberikan olehl aparat penegakl hukum untukl memberikan rasal 

aman, baikl secara pikiranl maupun fisikl dari gangguanl dan berbagail 

ancaman daril pihak manapun. 

4. Menurutl Philipus lM. Hadjon Perlindunganl Hukum adalahl Sebagai 

                                                           
8
 Suharsil “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan”, Depok: RajaGrafindo 

persada 2016, hlm, 27. 
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kumpulanl peraturan ataul kaidah yangl akan dapatl melindungi suatul hal 

daril hal llainnya. Berkaitan denganl konsumen, berartil hukum memberikanl 

perlindungan terhadapl hak-hakl pelanggan daril sesuatu yangl Dalam 

Kedudukanl anak sebagail generasi mudal yang akanl meneruskan cital-cita 

luhurl bangsa, calonl-calon pemimpinl bangsa dimasa mendatangl dan 

sebagail sumber harapanl bagi generasil terdahulu, perlul mendapat 

kesempatanl seluas-luasnyal untuk tumbuhl dan berkembangl dengan wajarl 

baik secaral rohani, ljasmani, dan lsosial. Perlindungan anakl merupakan 

usahal dan kegiatanl seluruh lapisanl masyarakat dalaml berbagai kedudukanl 

dan perananl yang menyadaril betul pentingnyal anak bagil nusa danl bangsa 

dikemudian lhari. Jika merekal telah matangl pertumbuhan pisik maupunl 

mental danl sosialnya, makal tiba saatnyal menggantikanya generasi 

lterdahulu.
9
 

Perlindunganl anak adalahl segala usahal yang dilakukanl untuk menciptakanl 

kondisi agarl setiap anakl dapat melaksanakanl hak danl kewajibannya demil 

perkembangan danl pertumbuhan anakl secara wajarl baik lfisik, mental, danl sosial. 

Perlindunganl anak merupakan perwujudanl adanya keadilanl dalam suatul 

masyarakat, denganl demikian perlindunganl anak diusahakanl dalam berbagail 

bidang kehidupanl bernegara danl bermasyarakat. Kegiatan perlindunganl anak 

membawal akibat lhukum, baik dalaml kaitannya denganl hukum tertulisl maupun 

hukum tidakl tertulis. Hukuml merupakan jaminanl bagi kegiatanl perlindungan 

                                                           
9
 Maidin Gultom”, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di 

Indanesia”, Bandung: Reflika Aditama, 2008, hlm 33 
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lanak. Arif Gosital mengemukakan bahwal kepastian hukuml perlu diusahakanl demi 

kelangsunganl kegiatan perlindunganl anak danl mencegah penyelewenganl yang 

membawal akibat negatifl yang tidakl diinginkan dalaml pelaksanaan perlindunganl 

anak.
10

 

Perlindunganl anak berhubunganl dengan beberapal hal yangl perlu mendapatl 

perhatian, lyaitu: 

1. Luasl lingkup perlindungan
11

 

a. Perlindunganl yang pokokl meliputi lsandang, pangan, lpemukiman, 

pendidikan, lkesehatan, hukum. 

b. Meliputil hal-hall yang jasmani danl rohani. 

c. Mengenail pula penggolonganl keperluan yangl primer danl sekunder yangl 

berakibat padal prioritas lpemenuhannya. 

2. Jaminanl pelaksanaan lperlindungan: 

a. Sewajarnyal untuk mencapail hasil yangl maksimal perlul ada jaminanl 

terhadap pelaksanaanl kegiatan perlindunganl ini, yangl dapat ldiketahui, di 

rasakan oleh pihakl-pihak yangl terlibat dalaml kegiatan lperlindungan. 

b. Sebaiknyal jaminan inil dituangkan dalaml suatu peraturanl tertulis baikl 

dalam bentukl undang-undangl atau peraturanl daerah, yangl perumusannya 

sederhana tetapil dapat dipertanggungjawabakan sertal disebarluaskan secaral 

merata dalaml masyarakat. 

c. Pengaturanl harus disesuaikanl dengan kondisil dan situasil di Indonesial tanpa 

                                                           
10 

Ibid, hlm. 35 
11
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mengabaikanl cara-caral perlindungan yangl dilakukan dil negara llain, yang 

patutl dipertimbangakan dan lditiru (peniruan yangl kritis). 

Perlindunganl hukum korbanl kejahatan sebagail bagian daril perlindungan 

masyarakatl dapat diwujudkanl dalam berbagail bentuk, sepertil melalui pemberianl 

restitusi danl kompensasi, pelayananl medis, danl bantuan lhukum. Perlindungan 

korbanl dapat mencakupl bentuk perlindunganl perlindungan yangl bersifat abstrakl 

(tidak langsungl) maupun yang lkonkret (langsung), perlindunganl yang abstrakl pada 

dasarnyal merupakan bentukl perlindungan yangl hanya biasl dinikmati ataul 

dirasakan secaral emosional (psikisl), seperti rasal puas (kepuasaanl).
12

 

Sementaral perlindungan konkretl pada dasarnyal merupakan bentukl 

perlindungan yangl dapat dinikmatil secara lnyata, seperti pemberianl yang bersifatl 

materi maupunl non-lmateri, pemberian yangl bersifat materil dapat berupal 

pemberian kompensasil atau lrestitusi, pembebasan biayal hidup ataul pendidikan, 

pemberianl perlindungan yangl bersifat nonl-materi dapatl berupa pembebasanl dari 

lancaman, dari pemberitaanl yang merendahkanl martabat lkemanusiaan. 

Dalaml perlindungan hukuml terhadap anakl sebagai korbanl kekerasan 

seksuall dapat ditinjaul dari Undangl-Undang Nol 35 tahunl 2014 tentangl perubahan 

atasl Undang-Undangl No 23l tahun 2002l tentang lPerlindungan, perlindungan 

hukuml bagi anakl dapat diartikanl sebagai upayal perlindungan hukuml terhadap 

berbagail kebebasaan danl hak asasil anak (fundamentall rights andl freedoms ofl 

chlidren) sertal berbagai kepentinganl yang berhubunganl dengan kesejahteraanl 

                                                           
12

 Suharsil, op.cit., hlm.28 
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anak.
13

 

Adapunl yang menjadil lingkup perlindunganl bagi anakl-anak yangl mencakup 

sebagail berikut:
14

 

1) Perlindunganl terhadap anakl kebebasan lanak. 

2) Perlindunganl terhadap hakl asasi lanak, dan 

3) Perlindunganl hukum terhadapl semua kepentinganl anak yangl berkaitan 

denganl kesejahteraan. 

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Dalaml perlindungan hukuml terhadap anakl terdapat prinsipl-prinsip sebagail 

pernyataan fundamental atau kebenaranl umum maupunl individual yangl dijadikan 

olehl seseorang/kelompokl sebagai sebuahl pedoman untukl berpikir ataul bertindak. 

prinsipl perlindungan hukuml terhadap anakl yang mempunyail tujuan untukl 

menjamin terpenuhinyal hak-hakl anak agarl dapat lhidup, tumbuh, lberkembang, dan 

berpartisipasil secara optimall sesuai denganl harkat danl martabat lkemanusiaan, 

serta mendaptkanl perlindungan daril kekerasan danl diskriminasi, demil terwujudnya 

anakl di Indonesial yang lberkualitas, berakhlak lmulia, dan lsejahtera. Agar tujuanl 

perlindungan anakl dapat direalisasikanl maka segalal aktifitas danl kegiatan 

pengasuhanl anak harusl memperhatikan prinsipl-prinsip dasarl anak.
15

 

Adapunl beberapa prinsipl Perlindungan Hukuml Terhadap Anakl sebagai 

                                                           
13

 Ibid., hlm 30 
14

 Makhfudz “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga “ 

Yokyakarta: Deepulish publisher’ 2020, hlm. 30 
15

 Suharsil, OP.Cit., hlm, 30 
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berikut
16

 

1. Anakl Tidak Dapatl Berjuang Sendiril 

Yangl dimana dimaksudl sebagai salahl satu prinsipl yang digunakanl dalam 

perlindunganl anak yangl menjelaskan bahwasanyal anak merupakanl modal utamal 

terhadap kelangsunganl hidup lmanusia, bangsa, danl keluarga, makal itu hakl-

haknya harusl dilindungi. Sebabl anak tidakl dapat melindungil sendiri hakl-haknya, 

banyakl pihak yangl mempengaruhi lkehidupannya. Negara danl masyarakat 

berkepentinganl untuk mengusahkanl perlindungan hak-hak lanak. 

2. Kepenetinganl Terbaik Anakl (the bestl interest ofl the childl) 

Merupakanl perlindungan anakl yang dapatl diselenggarakan denganl baik, 

denganl dianutnya prinsipl yang menyatakanl bahwa kepentinganl terbaik anakl harus 

dipandangl sebagai ofl paramount importencel (memperoleh prioritasl tertinggi) 

dalaml setiap keputusanl yang menyangkutl anak. Tanpal prinsip inil perjuangan 

untukl melindungi anakl akan mengalamil banyak batul sandungan, dikarenakanl 

prinsip thel best interestl of thel child digunakanl dalam banyakl hal tentangl anak 

"korbanl", disebabkan ketidaktahuanl (ignorance) karenal usia lperkembangannya. 

Jika prinsipl ini ldiabaikan, maka masyarakatl menciptakan monsterl-monster yangl 

lebih burukl dikemudian lhari. 

3. Ancanganl Daur Kehidupanl (life-circlel approach) 

Suatul perlindungan terhadapl anak selalul megacu padal pemahaman bahwal 

perlindungan harusl dimulai sejakl dini danl terus menerusl seperti janinl yang 

beradal didalam kandunganl maka memerlukanl gizi, termasukl yodium danl kalsium 

                                                           
16

 Maidin Gultom, Op, Cit, hlm 39-40 
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yangl baik melaluil ibunya. Setelahl ia lahirl akan memerlukanl air susul ibu danl 

pelayanan kesehatanl primer dengan memeberikan imunisasil sehingga anakl terbebas 

kemungkinan cacat daril penyakit. 

B. Tinjauan Umum Tentang Pedofilia 

1. Pengertian Pedofilia 

 Pedofilial adalah kecenderungn orangl dewasa lebihl tertarik melakukanl 

hubungan seksualnya denganl anak-anak dari pada denganl orang lseumurannya. 

 Menurutl Diagnostik danl Statistik Manuall Gangguan lJiwa(DSM), Pedofilial 

adalah parafilial dimana seseorangl memiliki hubunganl yang kuatl dan berulangl 

terhadap doronganl seksual danl fantasi tentangl anak prapuberl dan dimanal perasaan 

merekal memiliki salahl satu peram ataul yang menyebabkanl penderitaan ataul 

kesulitan interpersonal. 

Pedofilial tidak merunjuk hanyal pada anak lakil-laki, namunl juga padal pelaku 

lperempuan. Pedofilia sebenarnyal telah terjadil sebelum masal modern.dil yunani 

fenomenal pedofilia dikenall sebagai bentukl penjantanan padal abad 6l Masehi. 

Penjantananl ini dikaitkanl dengan prosesl spritual kepercayaan masyarakatl yunani 

masal itu. Kemudianl menjadi perdebatanl antara prosesl spritual dan praktikl 

erotisme. Fenomenal yang hampirl sama terjadil dibudaya kita. Sebagail contoh 

sebuahl budaya dinegara kital menganggap wajar fenomenal walok dan gemblak. 

Fenomenal warok danl gemplak menggambarkan tentangl perilaku seksuall 

orang dewasal (warok) kepadal anak-anakl dibawah umur (gemblakl). Perilaku 

orientasil seksual warokl kepada gemblakl dianggap wajarl oleh masyarakatl 

yangmemilki kepercayaan adanyal kekuatan supranaturall dibalik perilakul tersebut. 
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Praktekl warok terhaap gemblakl disebut sebagail proses perjantanan, yaitul 

hubungan erotisl antara lakil-laki dewasal dengan anakl-anak lakil-laki diluar 

keluargal dekat. Terlepasl dari penilainan besar salahnyal perilaku ltersebut, karena 

adanyal relativisme morall pada suatul wilayah dianggap lwajar. Begitujuga pada 

suatul masa dianggapl baik danl dimasa yang berbedal dianggap lkejahatan. Dua 

contohl perjantanan tersebut menunjukkanl kesamaan yaitul praktik seksuall yang 

dilakukanl orang dewasal pada anak-anakl dibawah umur, danl adanya beliefl 

spiritualitas dalaml bentuk lerotisme. Menurut dokterl spesialis kejiwaanl dari 

Rumahl Sakit Hasanl Sadikin lBandung, pedofilia terbagil dalam tigal jenis. lPertama, 

adalah immaturel pedophiles, pengidapl immature pedophilesl cenderung melakukanl 

pendekatan terhadap targetnyal yang masihl kanak-lkanak, misalnya kasusl Emon 

yangl mengiming-iming korbanl sebelum lkejadian. Orang denganl tipe inil kurang 

dapatl bergaul denganl orang ldewasa. Tipe lkedua, adalah regressedl pedophiles. 

Pemilikl kelainan seksuall ini biasa memilikil istri sebagail kedok penyimpanganl 

orientasi lseksual, namun tidakl jarang pasanganl ini memilikil masalah seksuall 

dalam kehidupanl rumah tanggal mereka. Tipel yang terakhirl yaitu Agressivel 

pedophiles Orangl dengan tipel ini cenderungl berperilaku antil sosial 

dilingkungannya, biasanyal punya keinginginan menyerangl korban, bahkanl tidak 

jarangl membunuh setelahl menikmati lkorban. 

2. Dampak Pskologis Pada Korban Pedofilia 

Korbanl pedofilia homoseksuall tersebut akanl mengalami masalahl secara 

psikologisl akibat kejadianl yang dialaminyal yaitu terjadinyal perubahan perilakul 

dan emosil seperti anakl menjadi lagresif, mudah lmarah, pendiam, ataul menutup 
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ldiri, tidak maul sekolah, takutl bertemu denganl orang asingl atau takutl bertemu 

denganl orang yangl secara fisikl ada kemiripanl dengan pelakul pedofil yangl 

melecehkannya.  

 Selainl itu anakl juga akanl mengalami regresil atau lkemunduran. Ia akanl 

mengalami ataul melakukan hall-hal yangl kekanak-kanakanl ketika merekal masih 

lbalita. Hal lainl yang mungkinl terjadi adalahl anak bisal mengalami penyakitl 

menular lseksual. Secara kognitifl anak akanl terganggu polal pikirnya mengenail 

pernikahan ataul lawan ljenis, yang manal ia akanl mempunyai rasal yang tidakl aman 

(insecurel) terhadap lawanl jenis.  

Adapunl dampak jangkal panjang daril kejadian tersebutl adalah anakl akan 

mengalamil trauma, depresil atau penyimpanganl seksual dimasal mendatang salahl 

satunya adalahl dengan ial menjadi pelakul pedophilia ljuga. Karena ratal-rata pelakul 

pedophilia, pernahl mengalami kekerasanl atau pelecehanl seksual ketikal mereka 

kecill sehingga paral anak korbanl pedophilia harusl mendapatkan pemulihanl secara 

lpsikologis. 

C. Tinjauan Umum tentang Viktimologi 

1. Pengertian Viktimologi 

Viktimologil dari katal victim (korbanl) dan logil (ilmu pengetahuanl), bahasa 

latinl victima (korbanl) dan logosl (ilmu pengetahuanl). Secara sederhanal 

viktimologi (victimologyl) artinya ilmul pengetahuan tentangl korban lkejahatan. 

Viktimologi merupakanl suatu pengetahuanl ilmiah yangl menelaah suatu viktimisasil 

(kriminal) sebagail suatu permasalahanl manusia yangl merupakan suatul kenyataan 

lsosial. Viktimologi mencobal memberi lpemahaman, mencerahkan permasalahanl 
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kejahatan denganl mempelajari paral korban lkejahatan, proses viktimisasil dan 

akibatl-akibatnya dalaml rangka menciptakanl kebijaksanaan danl tindakan 

pencegahanl dan menekanl kejahatan secaral lebih bertanggungl jawab (lRena,2010). 

Viktimologil memberikan pengertianl yang lebihl baik tentangl korban 

kejahatanl sebagai hasill perbuatan manusial yang menimbulkanl penderitaan mental, 

lfisik, dan lsosial. Tujuannnya adalahl tidak untukl menyangjung-nyanjungl para 

lkorban, tetapi hanyal untuk memberil penjelasan mengenail peranan sesungguhnyal 

para korbanl dan hubunganl mereka denganl para lkorban. Penjelasan inil dirasa 

penting demi mengusahakanl kegiatan-kegiatanl dalam mencegahl kejahatan 

berbagail viktimisasi, mempertahankanl keadilan sosiall dan peningkatanl 

kesejahteraan merekal yang secaral langsung ataul tidak langsungl terlibat dalaml 

suatu lviktimisasi. 

Berdasarkanl uraian diatas, viktimologil diartikan sebagail ilmu yangl mengkaji 

segalal aspek yangl berkaitan denganl korban, mulail dari perananl korban dalaml 

terjadinya lkejahatan, penyebab timbulnyal korban, akibatl atau dampakl dari 

timbulnyal korban, hubunganl korban danl pelaku lkejahatan, upaya perlindunganl 

korban, penanggulanganl kejahatan danl lain sebagainyal yang tentunyal terkait danl 

menyangkut masalahl korban lkejahatan. 

2. Penerapan Teori Viktimologi Pada Korban Pedofilia 

Viktimologil mempelajari hakikatl siapa itul korban danl yang menimbulkanl 

korban, apal arti viktimisasil dan prosesl viktimisasi bagil mereka yangl terlibat 

dalaml suatu prosesl viktimisasi. Akibatl dari pemahamanl ini, akanl tercipta 

pengertianpengertian, etiologil kriminal danl konsepsi-konsepsil mengenai usahal-
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usaha yangl preventif, lrepresif, dan tindakl lanjut dalaml menghadapi danl 

menanggulangi permasalahanl viktimisasi kriminall di berbagail bidang kehidupanl 

dan lpenghidupan. 

Kekerasanl Seksual Terhadapl Anak merupakanl kejahatan kesusilaanl atau 

kesopananl yang bisal disebabkan olehl berbagai lfaktor, akan tetapil tidak 

seorangpunl dapat memberikanl balasan yangl mutlak tentangl faktor utamal 

timbulnya tindakl pidana ltersebut. Namun secaral umum dapatl disebutkan bahwal 

faktor-faktorl penyebab timbulnyal pemerkosaan terhadapl anak dapatl ditinjau daril 

berbagai aspekl antara lainl : 

1) Faktorl intern adalahl faktor-faktorl yang bersumberl dari adanyal dorongan 

daril seseorang itul yang tidakl dapat dibendungl sehingga terjadil tindakan 

pidanal yang dimaksudl dalam hall ini ialahl tindak pidanal kekerasan lseksual. 

Adapun faktorfaktorl penyebab terjadinyal tindak pidanal kekerasan seksuall 

terhadap anakl ini yangl digolongkan kepadal faktor internl adalah: 

a. Merosotnyal Iman / Kepercayaanl 

b. Psikologisl 

c. Kelainanl sexual 

2) Faktorl ekstern adalahl faktor-faktorl dari luarl yang mempengaruhil seseorang 

itul untuk melakukanl tindak pidanal yang ldimaksud. Adapun faktorl-faktor 

eksternl yang mengakibatkanl terjadinya tindakl pidana pemerkosaanl terhadap 

anakl dibawah umurl adalah sebagail berikut : 

a. Adanyal Kesempatan  

b. Adanyal Daya Rangsanganl Dari Korbanl 
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Perananl anak sebagail korban pemerkosaanl terhadap terjadil tindak pidanal 

pemerkosaan dalaml teori viktimologil yang melatarl belakangi terjadinyal 

Pemerkosaan yangl dilakukan terhadapl Anak, lyaitu : 

1. Situatedl Transaction lModel: dalam hubunganl interpersonal, kejahatanl dan 

viktimisasil pada dasarnyal adalah kontesl karakter yangl tereskalasi yangl 

artinya dalaml hubungan antarl individu, suatul kejahatan terjadil berawal 

daril konflik lkarakter, mulanya daril konflik komunikasil yang meningkatl 

menjadi konflikl fisik yangl fatal.  

2. Seductivel Motivation / Victiml Pretipitating Rapel (korban memberil 

motivasi)7l Posisi korbanl yang secaral tidak langsungl turut ambill bagian 

terjadinyal perkosaan. lArtinya, ada lsikap, perilaku, caral menempatkan ldiri, 

cara bergaull dan hadirl pada suasanal yang menurutl pandangan umuml tidak 

laziml yang dapatl mendorong emosil dan nafsul laki-lakil untuk berbuatl 

tidak senonohl dan lmemperkosanya. Korban telahl menempatkan dirinyal 

sebagai pelakul secara tidakl langsung, karenal ada yangl diperbuatnya telahl 

mendorong terjadinyal kriminalitas. 

3. Victiml Precipitation 8l Dalam hall ini perilakul-perilaku sil korban, disadaril 

atau ltidak, merangsang timbulnyal perkosaan, sebagail contoh, seorangl 

wanita berjalanl sendiri ditempatl yang lsepi, cara korbanl berpakaian yangl 

dapat merangsangl seseorang untukl melakukan kejahatanl perkosaan. 

4. Attractingl Victim Pilihanl dan gayal hidup, yangl di maskudl dengan gayal 

hidup disinil adalah kegiatanl sehari- haril maupun kegiatanl khusus korbanl 

mengikuti trendl yang dimanal anak-anakl melakukan pacaranl dengan lawanl 
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jenis sehinggal terbangun sebuahl hubungan korbanl berperan dalaml 

kejahatan lseksual.  

5. Predisposingl atau sociol-demographic karakteristikl dari sil korban. 

lMisalnya, korban dilihatl dari lumur, dimana anakl-anak merupakanl orang 

yangl lemah, dilihatl dari umurl seringkali anakl dijadikan korbanl kejahatan 

makal penulis menyarankanl perlunya pengawasanl terhadap anakl dalam 

kegiatanl seharihari. 

6. Routinel Activities lTheory: Kejahatan dapatl terjadi ketikal terdapat tigal 

kondisi sekaligusl yakni: targetl yang tepatl (akan selalul ada korbanl yang 

dijadikanl sasaran sepanjangl masih adanyal kemiskinan), pelakul yang 

termovitasil dan ketiadaanl pengamanan 

Perlindunganl adalah segalal upaya pemenuhanl hak danl pemberian bantuanl 

untuk memberikanl rasa amanl kepada saksil dan Korbanl yang wajibl dilaksanakan 

olehl LPSK (Lembagal Perlindungan Saksil dan Korbanl) atau lembagal lainnya 

sesuail dengan ketentuanl Undang-undangl ini.9l Pasal 64l ayat (3l) UU lNo. 35 

Tahunl 2014 lmenyatakan, anak sebagail korban mendapatkanl rehabilitasi baikl 

dalam lembagal maupun luarl lembaga, perlindunganl identitas dil media massal 

untuk menghindaril labelisasi, pemberianl jaminan keselamatanl bagi saksil korban 

danl saksi ahlil baik lfisik, mental, maupunl sosial. Perlindunganl hukum merupakanl 

hal terpentingl dalam unsurl suatu negaral hukum, karenal perlindungan hukuml 

merupakan hakl setiap wargal negara danl kewajiban daril negara sebagail 

penyelenggara daril perlindungan. 

D. Tinjauan Umum Tentang Sangsi Pidana 
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1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan 

a. Pengertianl Pidana 

 Pidanal berasal daril kata strafl (Belanda), yangl disebut denganl istilah 

lhukuman. Istilah pidanal lebih tepatl dari istilahl hukuman karenal hukuman sudah 

laziml merupakan terjemahanl dari lrech.
17

 Pidana dalaml hukum pidanal merupakan 

suatul alat danl bukan tujuanl dari hukuml pidana, yangl apabila dilaksanakanl tiada 

lainl berupa penderitan ataul rasa tidakl enak bagil yang bersangkutanl disebut 

lterpidana.
18

 

Pidanal adalah alatl untuk mencegahl timbulnya suatul kejahatan., denganl 

tujuan agarl masyarakat tertib dan lterpelihara.
19

 Pidana ataul hukuman padal 

dasarnya merupakanl suatu penderitaanl yang sengajal diberikan olehl hakim kepadal 

seseorang yangl melakukan kesalahanl dan melanggar kepentinganl umum yangl 

telah diaturl dalam Kitabl Undang-Undangl Hukum lpidana. Termasuk kedalaml 

kepentingan lumum, yang pertamal adalah kepentinganl badan danl peraturan 

perundang-undangan lnegara, seperti : lnegara, lembaga lnegara, pejabat lnegara, 

pegawai lnegeri, undang-lundang, peraturan lpemerintah, dan lainl-lain, kedual 

adalah kepentinganl tiap lorang, seperti : ljiwa, tubuh, lkemerdekaan, kehormatan, 

hakl milik ataul harta lbenda.
20

 Pidana disuatu sisi tidakl hanya dimaksudkanl untuk 

memberikanl penderitaan kepadal pelanggar ataul membuat ljera, tetapi disisi lainl 

                                                           
17

 Adami chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2017’ Hlm.24  
18

 ibid 
19

 ibid 
20
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juga agarl membuat pelanggarl dapat kembalil hidup bermasyarakatl sebagi 

layaknya.
21

 

b. Pengertianl Pemidanaan 

 Pemidanaanl atau hukumanl adalah suatul pengertian lumum, sebagai suatul 

sanksi yangl menderitakan ataul nestapa yangl sengaja ditimpakanl kepada 

lseseorang. Selain litu, pemidanaan tidakl hanya ditujukanl untuk memberikan efek 

jeral bagi pelakul tindak lpidana, melainkan masihl terdapat persoalanl-persoalan 

lainl baik ditinjaul dari aspekl pidana maupunl tujuan lpidana.
22

 

Perasoalan dalaml menjatuhkan pidanal pada dasarnyal dapat ditinjaul dari dual 

arti, sebagail berikut
23

 

1) Dalaml arti umuml ialah menyangkutl pembentukan undangl-undang, ialahl 

yang menetapkanl stelsel sanksil hukum pidanal (pemberian pidana inl 

absracto.  

2) Dalaml arti konkritl ialah menyangkutl berbagai badanl atau jawabanl 

kesemuanya mendukungl dan melaksanakanl stelsel hukuml pidana. 

Pemberianl pidana dalaml arti umuml merupakan bidangl pembentuk daril 

undang-undangl sesuai asasl legalitas ataul nullum crimen, nullum poema, sinel 

previa lagel poenale, yaitul dengan mengenakan pidanal diperlukan adanyal undang-

undangl pidana sebagail dahulu, jadil yang menentukanl pidananya adalahl 
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pembentukan undang-undangl perbuatan manal yang dikenakanl pidana, sehinggal 

tidak hanyal mengenai crimel atau deliknya
24

 

Penjatuhanl pidana danl pemidanaan dapatl dikatakan sebagai cerminl 

peradilan. Apabilal proses peradilanl yang misalnyal berakhir denganl penjatuhan 

pidanal itu berjalanl sesuai asasl peradilan, niscayal peradilan kital dinilai lbaik. 

Apabila lsebaliknya, tentu sajal dinilai sebaliknya lpula. Bahkan dapatl dicap sebagail 

adanya kemerosotan kewibawaan hukum
25

 

2. Jenis Jenis Pemidaan 

Kitabl Undang-Undangl Hukum pidanal (KUHP) telahl menetapkan jenisl-jenis 

pidanal yang terdapat dalaml Pasal l10. Diatur dua pidanal yaitu, pidanal pokok danl 

pidana ltambahan. Pidana pokokl terdiri daril empat jenisl pidana, danl pidana 

tambahanl terdiri dari tigal jenis lpidana.
26

 

Jenisl-jenis sanksil pidana diaturl dalam Pasall 10 Kitabl Undang-Undangl 

Hukum Pidanal (KUHP) yang berbunyi : 

Pidanal terdiri atasl : 

a. Pidanal Pokok  

1) Pidanal Mati 

Pengertianl pidana matil adalah bentukl sanksi pidanal yang palingl diminati 

untukl dikaji olehl para ahlil hukum karenal dinilai mempunyail kontradiksi 

antaral yang setujul dan tidakl setuju. Delikl yang diancaml sanksi pidanal 

mati didalam KUHPl terdiri daril 9 lPasal, adalah sebagai berikutl : 
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a) Pasall 104 KUHPl (maker terhadapl Presiden danl Wakil Presidenl) 

b)  Pasall 111 ayatl (2) KUHPl (membujuk Negaral Asing untukl 

bermusuhan ataul berperang; jikal permusuhan itul dilakukan ataul 

berperang)  

c) Pasall 124 ayatl (1) KUHPl (membantu musuhl waktu perangl)  

d) Pasall 124 bisl KUHP (menyebabkanl atau menganjurkanl huru-haral)  

e)  Pasall 140 ayatl (3) KUHPl (maker terhadapl raja ataul presiden ataul 

kepala negaral sahabat yangl direncanakan ataul berakibat mautl )  

f)  Pasall 340 KUHPl (Pembunuhan berencanal)  

g)  Pasall 365 ayatl (4) KUHPl (pencurian denganl kekerasan yangl 

mengakibatkan lukal berat ataul mati)  

h)  Pasall 444 KUHPl (pembajakan ldilaut, dipesisir, danl disungai yang 

mengakibatkan kematianl)  

i)  Pasall 479 kl ayat (2l) dan Pasall 479 ol ayat (2l) KUHP (kejahatanl 

penerbangan danl kejahatan terhadapl sarana/prasaranal penerbangan 

2) Pidanal Kurungan  

Sifat pidanal kurungan padal dasar nya sama denganl pidana lpenjara, 

keduanya merupakanl jenis pidanal perampasan lkemerdekaan. Pidana 

kurunganl membatasi kemerdekaanl bergerak daril seorang terpidanal 

dengan mengurungl orang tersebutl didalam lembaga permasyarakatan.
27

 

Menurutl Pasal 18l KUHP tentangl pidana kurunganl : 

a. Pidanal kurungan palingl sedikit satul hari danl paling lamal satu ltahun.  

                                                           
27

 Andy Hamzah Op.cit, Hlm.38 



30 

 

b. Jikal ada pemberatanl pidana yangl disebabkan karenal perbarengan 

ataul pengulangan ataul karena ketentuanl Pasal l52, pidana kurunganl 

dapat ditambahl menjadi satul tahun empatl bulan.  

c. Pidanal kurungan tidakl boleh lebihl dari satul tahun empatl bulan.  

3. Pidanal Penjara 

Pidana penjara merupakanl pembatasan kebebasanl bergerak daril 

seseorang terpidanal yang dilakukanl dengan menempatkanl terpidana 

tersebutl didalam sebuah Lembagal Permasyarakatan (LP) yangl 

menyebakan orang tersebutl harus menaatil semua peraturanl tata tertibl bagi 

merekal yang melanggarl hukum. 

Berdasarkanl Pasal 10 KUHPl : 

a. Pidanal penjara ialahl seumur hidupl atau selamal waktu ltertentu.  

b. Pidanal penjara selamal waktu tertentul paling pendekl satu haril dan palingl 

lama limal belas tahunl berturut-lturut. 

c. Pidanal penjara selamal waktu tertentul boleh dijatuhkanl untuk dual puluh 

tahunl berturut-turutl dalam hall yang kejahatan yangl pidananya hakiml boleh 

memilihl antara pidanal mati, pidanal seumur lhidup, dan pidanal penjara 

selamal waktu tertentul begitu jugal dalam hall batas limal belas tahunl 

dilampaui sebabl tambahan pidanal karena perbarenganl (concurus), 

pelaranganl (residive) ataul karena yangl ditentukan dalaml Pasal l52. 

d. Pidanal Penjara selamal wakru tertentu sekalil-kali tidakl boleh melebihil dua 

puluhl tahun. (Pasall 12 Bukul ke Il KUHP) 

4. Pidanal Denda  
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Pidana denda menurutl P . lA. F. Lamintangl bahwa pidanal denda dapatl 

dijumpai didalam bukul I danl buku IIl KUHP yangl telah diancamkanl bagi 

kejahatanl kejahatan maupunl bagi pelanggaranl-pelanggaran. Pidanal denda inil juga 

diancamkanl baik satul-satunya pidanal pokok maupunl secara alternatifl dengan 

pidanal penjara lsaja, atau alternatifl dengan kedual pidana pokokl tersebut secaral 

bersama-sama
28

 

Menurut Pasal 31 KUHP :  

1. Terpidanal dapat menjalanil pidana kurunganl pengganti tanpal menunggu 

batasl waktu pembayaranl denda. 

2. Setiapl waktu ial berhak untuk dilepasl dari kurunganl pengganti jikal ia 

membayarl denda. 

3. Pembayaranl sebagian daril denda, baikl sebelum maupunl sesudah danl 

mulai menjalanil kurungan lpengganti, membebaskan terpidanal dari 

sebagianl kerugian bagian dendal yang telahl dibayar. (Pasall 31 bukul ke IIl 

KUHP). 

b. Pidanal Tambahan  

Pidanal tambahan adalahl pidana yangl bersifat menambahl pidana 

pokokl yang ldijatuhkan, tidaklah dapatl berdiri sendiril kecuali dalaml hal-hall 

tertentu dalaml perampasan barangl-barang ltertentu. Pidana tambahanl ini 

bersifatl fakultatif, artinyal dapat dijatuhkanl tetapi tidaklahl harus. 

 Jenis-jenis pidanal tambahan sebagai berikut 
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1) Pencabutanl Hak-hakl Tertentu.  

2) Perampasanl Barang-barangl Tertentu.  

3) Pengumumanl Putusan lHakim. 

3. Tujuan Pemidanaan 

Sanksil pidana merupakanl salah satul cara yangl digunakan untukl mencapai 

tujuanl diadakan hukuml pidana. Pemberianl pidana sebenarnyal telah menjadil 

persoalan danl pemikiran dikalanganl para ahlil didalam mencaril alasan-alasanl dan 

syaratl-syarat seseorangl dapat dijatuhil pidana. Dalaml hal inil dikenal dengan teoril 

alasan pembenarl dan syaratl pemidanaan, lyaitu
29

 

a. Teoril Absolut (Vergeldingstheorieenl)  

Teoril absolut mulail berkembang padal akhir abadl ke-l18. Menurut 

teoril ini penjatuhanl pidana harusl ditemukan padal kejahatan itul sendiri. 

lArtinya, hanya orang-orangl yang melakukanl kejahatan yangl mutlak 

ldipidana, karena didalam kejahatanl terdapat kesalahanl yang dibalasl atau 

ditebusl dengan lpidana. Dalam teoril ini, menghendakil penghukuman yangl 

setimpal denganl perbuatan jahatl yang dilakukanl oleh sil pembuat. Kejahatanl 

dipandang sebagail penyebab timbulnyal penderitaan orangl laian, sehingga si 

pembuat pantasl menerima penderitaan sesuail perbuatannya. Dengan perkataan 

lain, penderitaanl harus dibalas dengan penderitaanl ( leed medl leed 

vergeldingl worden ). lJadi, teori absolutl memandang pemidanaanl sebagai 

pembalasanl kepada seseorangl yang mengakibatkan orangl lain lmenderita, 

sebagaimana pepatahl kuno : hutangl nyawa dibalasl dengan lnyawa. 
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Satochicl Kartanegara menyebutkan istilahl vergelding sebagail “Penebus 

ldosa”, sedangkan Jan Remmelinkl menyebut teoril absolut merupakan resl 

absoluta abl effecto lfuturo, artinya keniscayaanl yang terlepasl dari 

dampaknyal dimasa ldepan. 

b. Teoril Relatif (Doeltheorieenl)  

Pemidanaanl menurut teoril relatif adalahl bukan ditujukanl sebagai 

lpembalasan, melainkan untukl mencapai suatul tujuan ataul maksud daril 

pemidanaan ltersebut, sehingga teoril ini dikenall sebagai teoril tujuan. Jadil 

tujuanl pemidanaan adalahl kemanfaatan, yaitul : selain mencegahl timbulnya 

kejahatanl dan memperbaikil kepribadian si penjahat. Jadi teoril ini, 

menitikberatkanl nilai kemanfaatanl daripada pemidanaanl (mut vanl de strafl)
30

 

Sebagaimanal halnya denganl teori labsolut, dalam teoril relatif jugal 

terjadi perbedaanl pendapat ataul paham daril para lsarjana, sebagai berikut
31

 

1. Tujuanl pemidanaan dalaml hal untukl mencegah kejahatanl (prevensi) terdapat 

perbedaanl paham, lyaitu :  

a) Adal yang mengkehendaki agarl ditujukan kepadal umum ataul disebut 

algemene preventive (pencegahanl umum)  

b) Adal yang mengkehendaki agarl ditujukan kepadal pribadi orangl yang 

melakukanl kejahatan ataul disebut specialel preventive (pencegahan 

khususl)  
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2. Dalaml hal caral untuk mencapail tujuan prevensil terdapat beberapal pendapat 

ldiantaranya, yaitu : 

a) Denganl cara mengadakanl ancaman pidanal berat yangl ditujukan untukl 

menakut-nakutil seseorang agarl tidak melakukanl suatu delikl (algemene 

preventive).  

b) Denganl cara mengadakanl pendidikan danl pembinaan yangl ditujukan 

untukl memperbaiki pribadi orangl yang melakukanl kejahatan (speciale 

preventive).  

c) Denganl cara menyingkirkanl penjahat daril pergaulan lmasyarakat. 

c. Teoril Gabungan (vereenigingsl theorie)  

Teoril gabungan inil merupakan penyatuanl dari teoril pembalasan danl teori 

ltujuan. Jadi, dasarl pemidanaan menurutl teori gabunganl ini mengakuil bahwa 

tujuanl penjatuhan pidanal sebagai pembalasanl yang didasarkanl pada lkejahatannya. 

Selain litu, diakui pulal penjatuhan pidanal mempunyai tujuanl dari pemidanaanl itu 

lsendiri. Salah satul penganut teoril ini adalahl Binding. 

Menurutl teori gabunganl mengajarkan bahwal penjatuhan pidanal ditujukan 

untukl menjamin ketertibanl masyarakat danl memperbaiki lpenjahatnya. Sehingga 

pemidanaan berdasarkanl teori pembalasanl atau teoril tujuan dipandangl berat 

lsebelah, sepihak dan sempit. llKarenanya, timbul keberatanl-keberatan terhadapl 

kedua teoril tersebut
32

 

 Keberatanl terhadap teoril absolut (pembalasanl) diantaranya sebagail berikut : 
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a) Penjatuhanl pidana sebagail pembalasan sulitl untuk menentukanl batas-

lbatasnya. 

b) Adanyal keraguan yangl menjadi dasarl bagi kekuasaanl negara dalaml 

menjatuhkan pidanal sebagai lpembalasan.  

c) Tujuanl penjatuhan pidana pembalasanl tidak bermanfaatl bagi lmasyarakat.  

Sedangkanl keberatan terhadapl teori relatifl (tujuan) ldiantaranya, sebagai 

lberikut:  

a) Hukumanl atau sanksil hanya sekedarl untuk menakutl-nakuti umuml maupun 

ditujukanl bagi merekal yang melakukanl kejahatan, tetapil tidak diperhatikanl 

berat ringannyal pidana yangl dijatuhkan.  

b) Sanksil yang beratl itu dianggapl tidak berprikeadilan, apabilal tindak kejahatan 

itul ringan.  

c) Kesadaranl hukum masyarakatl membutuhkan lkepuasan, sehingga sanksil 

tidak sekedarl didasarkan padal tujuan untukl mencegah kejahatanl yang 

melenyapkan lpenjahat.  

d) Penjahatl yang menerimal sanksi pidanal membutuhkan lkepuasan.  

e) Tujuanl pemidanaan sebagail pembalasan adalahl tidak mempunyail manfaat. 

 Setiapl pelanggar peraturanl hukum yangl ada, akanl dikenakan sanksil yang 

berupal hukuman sebagail reaksi terhadapl perbuatan yangl mealnggar hukum yangl 

dilakukannya. Untukl menjaga agarl peraturan-peraturanl hukum itul berlangsung 

terusl-menerus danl diterima olehl seluruh anggotal masyarakat, makal peraturan-

peraturanl hukum yangl ada harusl sesuai danl tidak bolehl bertentangan denganl 

asas-asasl keadilan daril masyarakat ltersebut. Dengan ldemikian, hukum itul 
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bertujuan untuk menjaminl adanya kepastianl hukum dalaml masyarakat danl hukum 

itul harus pulal bersendikan padal keadilan, yaitul asas-asasl keadilan daril 

masyarakat litu
33

 

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim  

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim  

Padal hakikatnya, pengadilanl sebagai lambangl keadilan, dil dalam putusanl-

putusannya senantiasal mengandung muatanl bahwa pengadilanl akan memberikanl 

keadilan kepadal setiap lmasyarakat, terutama paral pencari keadilanl (justitiabeln)
34

 

Sehinggal tugas hakiml dalam prosesl peradilan adalahl menerima, memeriksal dan 

mengadilil serta menyelesaikanl perkara yangl diserahkan lkepadanya. Dalam 

melaksanakanl tugas nya tersebut hakiml wajib lmenggali, memahami nilail-nilai 

hukuml dan rasal keadilan dalaml masyarakat.
35

 

Dasarl pertimbangan hakiml merupakan kekuasaanl merupakan kekuasaan yang 

merdekal untuk menyelenggarakanl peradilan gunal menegakkan hukum danl 

keadilan dalaml undang-undangl Nomor 4l Tahun 2004l tentang Kekuasaanl 

Kehakiman, sebagaimanal diubah denganl undang-undangl No 48 tahunl 2009 

tentangl kekuasaan lkehakiman. Dasar pertimbanganl hakim ternyata bersinergil 

dengan penjelasanl umumnya yaitul salah satul prinsip pentingl dari suatul negara 

hukuml adalah adanyal jaminan penyelenggaral kekuasaan kehakimanl yang 
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lmerdeka, bebas daril pengaruh kekuasaanl lainnya untukl menyelenggarakan 

peradilanl guna menegakkanl hukum danl keadilan.
36

 

Paull Scholten menyatakanl pertimbangan hakiml yang tidakl menjadi 

landasanl putusan tidakl mempunyai gezagl (kewibawaan). Daril pernyataan tersebut, 

Unsur Scholten berpendapatl bahwa harusl ada kaitanl antara pertimbanganl dan 

lputusan.
37

 

2. Unsur-unsur Dasar pertimbangan Hakim 

Pertimbanganl hakim ataul Ratio Decidendil adalah argumen ataul alasan yangl 

dipakai hakiml sebagai pertimbanganl hukum yangl menjadi dasarl sebelum 

memutusl perkara.
38

 Menurut Ruslil Muhammad dalaml melakukan pertimbangan 

lhakim, terdapat dua jenis pertimbangan yaitul secara yuridisl dan nonl-yurudis 

(sosiologil).
39

 

a. Pertimbanganl Yuridis 

 Pertimbanganl yuridis adalahl pertimbangan hakiml yang didasarkanl pada 

faktal-fakta yuridisl yang terungkapl dalam persidanganl dan olehl Undang-

undangl ditetapkan sebagail hal yangl harus dimuatl dalam lputusan.
40

 

Menurut Lilikl Mulyadi hakikatl dalam pertimbangan yuridisl hakim 

merupakanl pembuktian unsurl-unsur daril suatu tindakl pidana yangl 

menunjukkan perbuatanl terdakwa tersebutl memenuhi danl sesuai denganl 
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tindak pidanal yang didakwakanl oleh penuntutl umum sehinggal 

pertimbangan tersebutl relevan.
41

  

b. Pertimbanganl Non-Yuridisl atau Sosiologil 

 Adapunl pertimbangan nonl-yuridis yaitu hakiml melihat daril latar belakangl 

terdakwa melakukanl tindak lpidana, hal-hall apa yangl mengakibatkan 

timbulnya keinginanl atau doronganl untuk melakukanl tindak pidanal 

tersebut danl bagaimana akibatl dari perbuatanl terdakwa sertal melihat 

keadaanl atau kondisil diri lterdakwa, keadaan fisikl maupun psikisl sebelum 

danl pada saatl melakukan lkejahatan, termasuk pulal status sosiall yang 

melekatl pada lterdakwa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruangl Lingkup penelitianl merupakan sebuahl metode pembatasanl permasalahan danl 

ilmu yangl akan ldikaji, berupa batasanl masalah yangl diangkat untukl diteliti. Adapunl ruang 

lingkupl dari penelitianl ini adalahl untuk mengetahuil bentuk perlindunganl hukum terhadapl 

anak sebagail korban tindakl pidana kekerasaanl seksual yangl dilakukan olehl dewasa terhadap 

anak dibawahl umur, kemudian bagaimanal Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindakl pidana 

pedofiia terhadapl korban anak (Studil Putusan No: 858/lPid.Sus/2022/PNl Bjm). 

B. Jenis Penelitian 

 Jenisl penelitian inil adalah pendekatanl yuridis normatifl selain mengacul kepada normal-

norma hukuml yang terdapatl dalam peraturanl perundang-undanganl dan putusanl pengadilan 

sertal norma-normal hukum yangl ada dalaml masyarakat, jugal melihat singkronisasil suatu 

aturanl dengan aturanl lainnya secaral hierarki.
42

 

C. Metode Pendekatan Masalah 

 Peterl Mahmud Marzukil dalam bukunyal Penelitian Hukuml tidak menyebutl pendekatan 

dalaml penelitian hukuml normatif tetapil pendekatan dalaml penelitian hukuml artinya untukl 

semua jenisl penelitian lhukum. Adapun metodel pendekatan yangl digunakan dalaml penelitian 

Hukuml Normatif Menurutl Peter Mahmudl Marzuki dalaml Buku metodel Penelitian 

Muhaiminl adalah sebagail berikut :
43

 

1. Pendekatanl undang-undangl (statute approachl)  

2. Pendekatanl kasus (casel approach)  
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3. Pendekatanl historis (historicall approach)  

4. Pendekatanl komparatif (comparativel approach), danl 

5. Pendekatanl konseptual (conceptuall approach) 

Adapunl metode pendekatanl dalam penelitianl ini adalahl sebagai lberikut: 

a. Metodel Pendekatan Perundangl-Undangan (statutel approach) 

Pendekatanl ini dilakukanl dengan menelaahl semua peraturanl perundang-undanganl dan 

regulasil yang terkaitl dengan isul hukum yangl sedang bahasl (diteliti). Adapunl metode 

penelitianl perundang-undanganl yang dilakukanolehl penulis adalahl peraturan 

perundangl-undangan yangl berkaitan eratl dengan perlindunganl hukum terhadapl anak 

sebagail korban tindakl pidana pedofilia ditinjaul dari sudut pandang viktimologi 

sebagaimana diatur dalam ketentuanl Pasal 81l ayat (3) Undangl-Undang Republikl 

Indonesia Nomorl 35 Tahunl 2014 tentang Perubahanl atas Undangl-Undang Republikl 

Indonesia Nomorl 23 Tahunl 2002 tentang Perlindunganl Anak danl Undang- undangl 

Nomor 8l Tahun 1981l tentang Hukuml Acara Pidanal serta peraturanl perundang-

undanganl lain yangl bersangkutan. 

b. Metodel Pendekatan Kasusl (case approachl)  

Metodel pendekatan kasusl dilakukan denganl cara melakukanl telaah terhadapl 

kasus-kasusl yang berkaitanl dengan isul yang dihadapil yang telahl menjadi putusanl 

pengadilan yangl telah mempunyail kekuatan yangl tetap.
44

Adapun kasusl yang 

dianalisisl oleh penulisl adalah Studi Putusanl No: 858/Pid.Susl/2022/PN Bjm 

c. Metodel Pendekatan Konseptuall (conceptuan approachl)  

Pendekatanl ini beranjakl dari pandanganl-pandangan danl doktrin-doktrinl yang 

berkembangl dalam ilmul hukum. 
                                                           

44
 Ibid, hlm.134 
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D. Sumber Bahan Hukum 

Dalaml penelitian inil terdapat dual jenis sumberl data yaknil data primerl dan datal 

sekunder: 

1. Datal Primer, yaitul data yangl diperoleh langsungl dari lsumbernya, baik melaluil 

wawancara, observasil maupun laopranl dalam bentukl dokumen tidakl resmi.
45

 Dalaml 

penelitian inil dilakukan observasil berupa isul-isu ataul permasalahan yangl terjadi dil 

media lsosial. 

2. Datal Sekunder, yaitul data yangl diperoleh daril dokumen-dokumenl resmi, bukubukul 

yang berhubunganl dengan objekl penelitian, hasill penelitian dalaml bentuk llaporan, 

skripsi, ltesis, disertasi, danl peraturan perundangl-undangan.
46

Data sekunderl dapat 

dibagil menjadi: 

a) Bahanl hukum lprimer, merupakan Bahanl-bahan hukuml yang mengikatl terdiri daril 

Pasal 81l ayat (3l) Undang-Undangl Republik Indonesial Nomor 35l Tahun 2014l 

tentang Perubahan atasl Undang-Undangl Republik Indonesial Nomor 23l Tahun 

2002 tentangl Perlindungan Anakl dan Undangl- undang Nomorl 8 Tahunl 1981 

tentangl Hukum Acaral Pidana sertal peraturan perundangl-undangan lainl yang 

bersangkutan. 

b) Bahanl hukum lsekunder, merupakan bukul-buku, literaturl sera tulisanl-tulisan 

hukuml ilmiah yangl terkait isul yang sedangl diteliti gunal menunjang danl 

melengkapi datal penelitian. 

                                                           
45

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-11, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.106. 
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c) Bahanl hukum ltertier, merupakan petunjukl atau penjelasanl mengenai bahanl hukum 

primerl atau bahanl hukum sekunderl yang berasall dari lkamus, ensiklopedia, 

lmajalah, surat lkabar, dan lsebagainya.
47

 

E. Metode Penelitian 

 Pengumpulanl bahan hukuml yang digunakanl penelitian inil adalah studil kepustakaan (libraryl 

research). Studil kepustakaan (libraryl research) merupakanl datal kepustakaan yangl diperoleh 

melaluil penelitian kepustakaanl yang bersumberl dari peraturanl perundang-lundangan, buku-

lbuku, dokumen lresmi, publikasi, danl hasil lpenelitian.
48

 

F. Analisis Bahan Hukum 

 Bahanl yang diperolehl dianalisis secaral yurudis kualitatifl yaitu analisisl putusan no: 

858/pidl.sus/2022/pnl bjm tentang perlindunganl hukum terhadapl anak sebagail korban tindakl 

pidana pedofilia ditinjaul dari sudut pandang viktimologi, kemudianl dilakukan Pembahasanl dan 

Penafsiranl yang padal akhirnya ditarikl kesimpulan tentang masalah-masalah yang ada. Analisis 

Hukuml yang dilakukanl dalam penelitianl ini menggunakanl metode penetilianl yang bersifatl 

deskriptif lanalitis. Deskriptif analitisl meliputi isil dan strukturl hukum lpositif, yaitu suatul 

kegiatan yangl dilakukan olehl penulis untukl menentukan isil atau maknal atauran hukuml yang 

dijadikanl rujukan dalaml menyelesaikan permasalahanl hukum yangl menjadi objekl kajian.
49

 

Penelitianl ini menggunakanl metode analisisl Normatif yakni analisisl data yangl didapat daril 

kepustakaan untukl diteliti danl disusun secaral sistematis. 
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